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Jakarta, 9 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pada Senin (9/4), pukul 14.30 WIB dengan agenda 

Perbaikan Permohonan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 

22/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ir. S.A. Habibie, Direktur Perusahaan PT. Timsco Indonesia. Pemohon 

mempersoalkan Pasal 55 UU PTUN yang mengatur sbb: 

Pasal 55:  

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat 

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

 

Dalam permohonannya, Pemohon menilai ketentuan a quo berpotensi memberikan ketidakpastian 

hukum bagi pencari keadilan. Hal ini dikarenakan rentang waktu sembilan puluh hari yang diatur dalam 

pasal 55 terhitung sangat singkat.  

Pemohon juga menjelaskan bahwa penerapan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU 

PTUN tersebut seharusnya berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, artinya, tenggang waktu 

dalam pasal a quo harus memberikan ruang khusus bagi kasus tertentu. Pemohon menyatakan idealnya 

penyelesaian hukum dalam peristiwa ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) 

Nomor 2 tahun 1991 yang berbunyi: “Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini 

mengingat frasa “merasa kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh tenggat waktu sembilan 

puluh hari, tetapi juga kapan saja, ketika merasa kepentingannya dirugikan. Dengan SEMA tersebut 

sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun 

silam.  

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Senin (26/3), Hakim Konstitusi Manahan Sitompul 

memberikan tanggapan bahwa ada perkara serupa yang pernah diputuskan MK beberapa waktu lalu. 

Untuk itu, Pemohon diminta mempelajari lebih lanjut mengenai putusan yang telah ada tersebut agar 

kemudian dielaborasikan dengan perkara yang dialami Pemohon pada saat ini. Sementara itu, Hakim 

Konstitusi Aswanto melihat bahwa dalam permohonan Pemohon lebih menguraikan kasus konkret yang 

dialami dalam gugatan atas kepemilikan tanah, sedangkan kewenangan MK adalah lebih pada norma 

yang ada pada pasal a quo yang merugikan Pemohon Sedangkan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams 

juga mencermati permintaan Pemohon terhadap frasa “sembilan puluh hari” tersebut hanya atas 

kepemilikan tanah, sedangkan Putusan MK berlaku dan berdampak luas apabila telah diputuskan. 

(shella/sari) 
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